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PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pandan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON  ,  umur  23  Tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SMA,  Pekerjaan

Nelayan,  Tempat  tinggal  di  XXXXXXKabupaten

Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON  ,  umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  Tempat  tinggal  di

XXXXXXXXXXXXX  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan Agama Pandan

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Pdn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  I  dengan  termohon  adalah  Suami  Istri  yang  sah,

melangsungkan pernikahan  pada  hari  Jum’at  tanggal  28  april  2017  yang

dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Pandan

Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli  Tengah Provinsi  Sumatera  Utara

dengan kutipan Akte Nikah Nomor XXXXXXtertanggal 28 April 2017;
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2. Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus  Jejaka dan  Termohon

berstatus Perawan.;

3. Bahwa setelah  menikah pemohon dengan termohon tinggal  di  rumah

kontrakan XXXXXXkabupaten Tapanuli Tengah;

4. Bahwa Pemohon Selama Pernikahan Hidup Rukun, sebagai suami istri

(ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama:

1. ANAK Penggugat  DAN Tergugat  (Pr) lahir di Pandan, Tanggal 25

Mei 2018;

5. Bahwa pada bulan Februari  2020 kehidupan rumah tangga pemohon

dan termohon tidak lagi harmonis terus menerus dalam rumah tangga sudah

sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan:

1. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;

2. Termohon  tidak  patuh  dan  hormat  terhadap  pemohon  sebagai

Suami;

3. Termohon  sering  berhutang  kepada  orang  lain  tanpa  adanya

persetujuan dari Pemohon sebagai Suami;

4. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  pemohon  dengan

termohon pada bulan Februari 2020, terjadi pertengakaran antara pemohon

dan  termohon  disebabkan  termohon  mencaci  maki  pemohon  dan

mengeluarkan kata kata tidak sewajarnya;

7. Akibat dari  kejadian tersebut pemohon dengan termohon sudah pisah

rumah kurang lebih 10 bulan lamanya hingga sekarang.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon

tidak  lagi  bisa  di  bina  dengan  baik  sehingga  tujuan  pernikahan  untuk

membentuk rumah tangga yang  sakinah, mawaddah dan warahmah sudah

sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak

lebih  jauh  melanggar  norma hukum dan  norma agama,  maka  perceraian

merupakan  alternatif  bagi  pemohon  untuk  menyelesaikan  permasalahan

pemohon dan termohon;

9. Bahwa  pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku 
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon merasa  sudah  tidak

cocok lagi  untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama  dengan

Termohon,  dan mohon  agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Pandan  segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi “

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberikan  izin  kepada  pemohon  (PEMOHON  )  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raji’l  terhadap  termohon  (TERMOHON  )  didepan  sidang

pengadilan agama pandan; 

3. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  kepada  para

pemohon atau, jika pengadilan pendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon

datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/kuasa hukumnya,  meskipun berdasarkan relaas panggilan  yang

dibacakan di  depan  persidangan,  dan  ternyata  ketidakhadiran  Termohon

tersebut  dikarenakan  bukan  suatu  alasan  yang  sah  menurut  hukum,  maka

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk

untuk  kembali  rukun  dengan  Termohon  dan  mengurungkan  niatnya  untuk

bercerai dari Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya

untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya  yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.
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1.1.Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  Nomor

XXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tapanuli

Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Desember

2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXtertanggal 28 April 2017

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pandan

Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Bukti Saksi.

2.1  SAKSI  I,  umur  22  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  DIII,  pekerjaan

Mahasiswa,  alamat  XXXXXXXXXXXXXX,  Kota  Sibolga,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah adik sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami

istri yang sah; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  tinggal

terpisah, Pemohon tinggal XXXXXXKabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa  selama  pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon  telah

dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  sekarang  tinggal  bersama

Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
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mereka tidak harmonis  lagi  karena sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2020 yang lalu;

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  penyebab  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang patuh dan hormat

terhadap  pemohon  sebagai  Suami  dan  Termohon  sering  berkata

kasar kepada Pemohon;  

- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  dan  juga  dari  cerita  Pemohon

mengenai kehidupan rumah tangga mereka yang sudah tidak rukun;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

terjadi  pada  bulan  Februari  2020  yang  lalu,  Termohon  pergi

meninggalkan  Pemohon  dari  rumah  Pemohon  hingga  sampai

sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah Pemohon;

- Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  rumah

lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang ini;  

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan

keluarga namun tidak berhasil; 

- Bahwa  sekarang  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Pemohon dan Termohon; 

2.2  SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Fotografer  Wedding,  alamat  XXXXXXXXXXXX  Kecamatan  Sibolga

Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah paman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami

istri yang sah; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  tinggal

terpisah, Pemohon tinggal XXXXXXKabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  selama  pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon  telah

dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  sekarang  tinggal  bersama

Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak harmonis  lagi  karena sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2020 yang lalu;

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  penyebab  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang patuh dan hormat

terhadap  pemohon  sebagai  Suami  dan  Termohon  sering  berkata

kasar kepada Pemohon;  

- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 1 (satu) kali pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  dan  juga  dari  cerita  Pemohon

mengenai kehidupan rumah tangga mereka yang sudah tidak rukun;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

terjadi  pada  bulan  Februari  2020  yang  lalu,  Termohon  pergi

meninggalkan  Pemohon  dari  rumah  Pemohon  hingga  sampai

sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah Pemohon;

- Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  rumah

lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang ini;  

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan

oleh  saksi  dan  keluarga  Pemohon,  namun  tidak  berhasil,  karena

orang  tua  Termohon  juga  tidak  lagi  ada  iktikad  baik  untuk

menyatukan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa  sekarang  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Pemohon dan Termohon; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup

dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa  Pemohon tetap pada

pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan mohon putusan;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  dalil  permohonan Pemohon  yang

menyatakan  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam,  oleh  karena  itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama  jo. Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara  absolut  Pengadilan Agama

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  kepada  Pemohon dan  Termohon

untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975,  dengan  demikian  pemanggilan  tersebut  telah  dilaksanakan

secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  panggilan  tersebut,  Termohon tidak

pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan

ketidakhadirannya  tanpa  suatu  alasan  yang  sah,  juga  tidak  mengajukan

tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan  Pemohon tetap

datang  menghadap  di  persidangan  dan  permohonan  Pemohon dipandang

berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal  149 ayat (1) dan

pasal 150 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9
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Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon

(verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya  Pemohon yang selalu

hadir,  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  tidak  dapat  dilaksanakan.  Meskipun  demikian  sesuai  dengan

ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah  2 kali  diubah,  terakhir  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  di  depan

persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan

nasehat  dan  saran  kepada  Pemohon untuk  tetap  mempertahankan  rumah

tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap  permohonan   Pemohon yang dibacakan

di persidangan,  Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil  syar’i

yaitu  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Daruquthni  dalam  kitab  Sunan  Ad-

Daruquthni (Beirut:  Dar Al-Ma’rifah, 2001),  jilid  III  halaman 456 nomor Hadis

4412, Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya:   Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim,

dan gugurlah haknya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  dapat  ditafsirkan,  atas  ketidakhadiran

Termohon,  Termohon  tidak  keberatan  dengan  dalil  permohonan  Pemohon,

sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun

karena  perkara  ini  perkara  perceraian  (person  recht)  merupakan  masalah

rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya

sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk
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membuktikan  bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun

sebagai  suami  isteri,  sebagaimana diatur  dalam ketentuan Pasal  39  ayat  2

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 yang telah  diubah  dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

diubah  2  kali  dan  terakhir  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana

ditegaskan  dalam Penjelasan  Umum Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

angka 4 huruf e, yang telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019,  dan juga untuk menghindari  kemungkinan adanya motif  persepakatan

cerai  yang  tidak  dianut  dan  tidak  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-

undangan,  maka  kepada  Pemohon  tetap  dibebani  kewajiban  untuk

membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  sebagaimana  ketentuan  Pasal  283

RBg/RDS;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah  mengajukan  bukti  P.1  (fotokopi   Kartu  Tanda  Penduduk

Pemohon  dan  Termohon)  dan  P.2  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah) yang

merupakan  fotokopi  akta  autentik  yang  telah  bermeterai  cukup  serta  telah

dicocokan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo.  Pasal  1868 dan 1870

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  yang  mendalilkan  Pemohon  dan

Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan

bukti  (P.1)  berupa fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk Pemohon dan  Termohon

terbukti  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  berdomisili  di  Kecamatan  Pandan

Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  sesuai  Pasal  73  Undang-Undang  Republik

Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,

terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

maka terbukti  perkara  ini  merupakan kewenangan relatif  Pengadilan Agama

Pandan; 
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Menimbang,  Pemohon mendalilkan  bahwa  Pemohon dan  Termohon

adalah  pasangan suami isteri  yang telah melangsungkan perkawinan secara

sah  dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama,  sehingga  Pemohon merasa

mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  yang  tidak  dibantah

sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870

KUH Perdata dan Pasal 285 RBg/RDS). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa

Pemohon dan  Termohon  semenjak  28  April  2017  telah  terikat  hubungan

sebagai suami isteri yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak

sebagai pihak-pihak atau legitima persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang

saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa serta

orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS jo. Pasal

76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  diubah  beberapa  kali  dan

terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta

ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon  menerangkan

tentang  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga

Pemohon  dengan  Termohon  adalah  fakta  yang  diketahui  saksi-saksi dan

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui

secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga  Pemohon

dengan  Termohon yang pada puncaknya  Pemohon dengan  Termohon sudah

pisah rumah sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sehingga Majelis

Hakim  berpendapat  keterangan  yang  disampaikan  saling  berkaitan  dan

berhubungan (link and match), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki
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nilai  kekuatan  pembuktian  bebas  (vrijbewijskracht)  sebagaimana  dimaksud

Pasal 309 RBg.  

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Pemohon memberikan  keterangan

tentang suatu akibat hukum (Recht Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan

adanya  sebab-sebab/alasan-alasan  hukum  (Vreem  de  Oozaak),  dan  saksi-

saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon,

dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut

telah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  dapat

diterima dan dijadikan sebagai alat  bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan

dengan  bukti-bukti  yang  diajukan  dinilai  saling  bersesuaian  satu  sama  lain

sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

 Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;

 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;

 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus antara

Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2020 yang lalu;

 Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena

Termohon  kurang  patuh  dan  hormat  terhadap  Pemohon  dan  Termohon

sering berkata kasar kepada Pemohon;  

 Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi

pada  bulan  Februari  2020  yang  lalu,  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon  dari  rumah  Pemohon  hingga  sampai  sekarang  Termohon  tidak

pernah lagi kembali ke rumah Pemohon;

 Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  rumah  lebih

kurang selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang ini;  
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 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh

keluarga namun tidak berhasil; 

 Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal   berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara

Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama

yang telah berlangsung sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga

sekarang  tidak  saling  menghiraukan  lagi,  telah  menunjukkan  bahwa  antara

Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi

keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa

fakta  tersebut  di  atas  patut  dinyatakan telah  bertentangan dengan nilai-nilai

yang terkandung dalam ketentuan Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  di mana  Pemohon dan  Termohon  tidak  dapat  lagi  mewujudkan

kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  apa  yang  telah  terbukti  dalam

persidangan  tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin  yang kuat  (mitsaqon gholizhon)

yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga,  sudah

tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 dan tujuan

perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  f  dan  134  Kompilasi

Hukum Islam ditegaskan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut

dalam  pasal  116  huruf  f,  dapat  diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi
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Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

suami isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap

sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah  tangganya  dengan

Termohon maka untuk menghindari hal-hal negatif yang lebih besar atau aspek

mudharat yang  ditimbulkan  daripada  asas  kemanfaatan  yang  diperoleh,

sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon akan sulit

untuk  disatukan,  oleh  karenanya  perceraian  dipandang  merupakan  langkah

yang  terbaik,  karena  mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  justru

mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashalahatnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

yang  sampai sekarang sudah  berlangsung  selama  lebih kurang 10 (sepuluh)

bulan dan selama itu juga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya

bahkan hak dan kewajiban suami istri sudah tidak berjalan lagi dalam rumah

tangga Pemohon dan Termohon tidak  sesuai lagi  dengan pasal 33 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: ”Suami isteri wajib saling cinta

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang

satu kepada yang lain” jo, pasal  77 ayat  2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  sulit  dipertahankan  untuk

didamaikan agar  hidup rukun kembali  sebagai  suami  istri,  hal  mana sejalan

dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379

K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,

maka  rumah  tangga  tersebut  telah  terbukti  retak  dan  pecah  dan  telah

memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan

Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum

sebagai  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim berpendapat  permohonan  Pemohon

agar  diberikan  izin  untuk  menceraikan  Termohon  dengan  alasan  di  dalam

rumah tangganya sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya

terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum

dan  telah  memenuhi  alasan  sebagaimana  termuat  dalam  pasal  39  ayat  2

Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo   pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 jo  pasal  116 huruf  (f)  dan 134 Kompilasi

Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  maka  permohonan  Pemohon  patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon

tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur’an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

Artinya:  Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  untuk  bercerai,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; 

2. Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan

rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara

yang baik; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  dengan  demikian  sesuai

dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon

dapat dikabulkan dengan memberi  izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak  1  (satu)  raj’i  terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Pandan;

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan ketentuan Pasal  89 ayat (1)  dan

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006
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Tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Mahkamah  Agung  Dan  Badan

Peradilan  Yang  Berada  Di  Bawahnya,  maka  semua  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan  yang berlaku serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama

Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Pandan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Suryadi,  S.Sy.,dan  Zaldaki  Lutfi  Zulfikar,S.Sy.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  dibantu  oleh  H.  Zulpan,  S.Ag,  M.H. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy.,M.H.,

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.
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Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.,
Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 255.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 371.000,00

                  (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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